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Abstract

This research is based on the quality of village development planning
which is very important for the village in determining future development. In its
implementation, there are obstacles such as community participation is still not
maximal / up and down, and not yet in favor of the community, attendance of
musrenbangdes participants dominated by village government and ineffective
development proposal in musrenbangdes. This study aims to describe the quality
of village development planning and find out the ineffective development priority
proposals. The method used in this research is descriptive approach method with
qualitative research type. The type of research data is primary data and
secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and
documentation. Technical analysis of data used is descriptive qualitative data
analysis.

The results show that the quality of village development planning is still
not good. This can be seen from some data obtained from the villages, districts,
and field data collected. The right solution to overcome these problems is the
need for support from the village government in increasing the participation of
the community both the socialization and the direct plunge of the field and the
need for the provision of understanding in the form of motivation to the
community to be more active in issuing opinions or proposals in accordance with
the wishes and needs of society ..
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Pendahuluan

Perencanaan pembangunan ternyata
masih mempunyai peranan yang sangat besar
sebagai alat untuk mendorong dan
mengendalikan proses pembangunan secara
lebih cepat dan terarah. Ada tiga alasan utama
mengapa perencanaan pembangunan masih
tetap banyak di gunakan di negara
berkembang,yaitu yang pertama, Karena
mekanisme pasar belum berjalan secara
sempurna (market failure). Yang kedua,
karena adanya ketidakpastian masa datang
sehingga perlu  disusun  perencanaan
pembangunan untuk mengantisipasi
kemungkinan situasi buruk yang mungkin
timbul dikemudian hari berikut tindakan dan
kebijakan preventif yang perlu dilakukan
sebelumnya. Yang Kketiga, untuk dapat
memberikan arahan dan koordinasi yang
lebih  baik  terhadap para  pelaku
pembangunan, baik dikalangan pemerintah,
swasta maupun masyarakat  secara
keseluruhan sehingga dalam jangka panjang
akan terwujud proses pembangunan yang
terpadu, bersinergi, dan saling menunjang
satu sama lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Bab Il pasal 2 ayat 4
disebutkan bahwa sistem perencanaan
pembangunan bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan.

2. Menjamin  terciptanya integrasi,
sinkroniasasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antar
pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan kosistensi
antara perencanaan, pengangguran,
pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi
masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan
kabupaten/kota. ~ Perencanaan dan
pembangunan desa dilaksanakan oleh
pemerintah desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong-
royong. Masyarakat desa berhak melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

1. Peningkatan kualitas dan akses
terhadap pelayanan dasar;

2. pembangunan dan  pemeliharaan
infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;

3. pengembangan ekonomi pertanian
berskala produktif;

4. pengembangan dan  pemanfaatan
teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi; dan,

5. peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman  masyarakat  Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2
Tahun 2015, Pasal 23 Ayat 1, Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
disebutkan bahwa musyawarah desa terbuka
untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap
warga desa berhak untuk hadir sebagai
peserta Musyawarah Desa.

Dalam mewujudkan kualitas perencanan
yang baik, Pemerintah Kabupaten Siak
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Siak nomor 4 tahun 2012 tentang penyusunan
perencanaan pembangunan pada pasal 4 ayat
2 di jelaskan:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk

mewujudkan ~ kemampuan  dan
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kemandirian  masyarakat  dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan
keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses pembangunan.

3. Berpihak pada masyarakat, yaitu
seluruh proses pembangunan
diperdesaan secara serius
memberikan  kesempatan  seluas-
luasnya bagi masyarakat khususnya
masyarakat miskin.

4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung
oleh seluruh msyarakat desa.

5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan

tahapan-tahapan kegiatan
pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan

benar, baik pada pemerintah didesa
maupun masyarakat.

6. Selektif, yaitu semua masalah
terseleksi  dengan  baik  untuk
mencapai hasil yang optimal.

7. Efesiensi  dan  efektif, vyaitu
pelaksanaan perencanaan kegiatan
sesuai dengan potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang
tersedia

Kualitas musrenbangdes di desa Parit /11
memiliki permasalahan yang menarik untuk
diteliti yakni pada kegiatan Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun
2014-2015. Permasalahan pertama didesa ini
adalah tentang keterlibatan peserta dalam
musrenbangdes dari tahun ke tahun
didominasi oleh pemerintah desa. Berikut ini
tabel daftar hadir musrenbangdes desa Parit
I/11.

Tabel 1.1 Daftar Hadir
Musrenbangdes Desa Parit I/11 Pada
Tahun 2014-2015

N Tahun 2014 Tahun 2015
0 | Klasifikasi | Jumla | Klasifikasi | Jumla
1. | Pemerintah : 4 | Pemerintah : 4
Kecamatan Kecamatan
2. | Pemerintah 10 | Pemerintah 16
Desa Desa
3. Lembaga 16 | Lembaga 26
Desa Desa
4, Tokoh 6 Tokoh 9
Masyaraka Masyaraka
t t
5. Tokoh 3 Tokoh 5
Pemuda Pemuda
6. Tokoh 2 Tokoh 6
Agama Agama
7. | Kelompok 2 | Kelompok 4
Perempuan Perempuan
Jumlah 43 | Jumlah 70

Sumber: Data Olahan 2016

Pada penjelasan tabel 1.1 dapat
dilihat jumlah yang hadir pada tahun 2014
sebanyak 43 orang dari 55 orang yang
diundang, sedangkan pada tahun 2015
sebanyak 70 orang dari 100 orang yang
diundang. Satu hal permasalahan yang sangat
terlihat pada tabel ini yaitu kehadiran peserta
musrenbangdes didominasi oleh pemerintah
desa dan lembaga desa. Sehingga peneliti
berasumsi dan menyimpulkan bahwa kualitas
perencanaan pembangunan desa parit /11
masih belum dapat dikatakan baik, karena
masih didominasi oleh pemerintah desa

Selain itu Desa Parit I/ll juga
memiliki  permasalahan lainnya dalam
kegiatan musrenbangdes ini, yakni minimnya
usulan dalam daftar  kegiatan prioritas
pembangunan desa Parit I/l1 pada tahun 2014
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dan 2015, dan juga terlihat kurangnya
perbedaan prioritas pembangunan desa dari
tahun ketahunnya. Pada tahun 2014 Prioritas
Pembangunan lebih banyak berupa bidang
fisik infrastruktur desa, begitu juga pada
tahun 2015 yang hanya memprioritaskan
bidang fisik infrastruktur desa juga. Berikut
ini tabel daftar usulan pembangunan pada
musrenbangdes desa parit I/11:
Tabel 1.2 Daftar Prioritas Usulan

Pembangunan Desa Parit I/11 kecamatan
Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2014

dan 2015
No Usulan Usulan
Kegiatan Kegiatan
Tahun 2014 Tahun 2015
1. Pagar Leaning beton
makam JI. Sido
Dusun | Mulyo Dusun
i
2. Semenisasi Semenlisasi
jalan Dusun JI. Sido
i Mulyo Dusun
Il
3. Leaning Bes JI. Ismail
Beton Dusun Dusun 111
1]
4. Leaning Leaning
Beton Dusun Beton JI.
I Ismail Dusun
1
5. Aspal Goreng
JI. Sri
Mersing
Sumber : Rekapitulasi Hasil Musrenbangdes Desa

Parit I/11 Tahun 2014-2015

Pada Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat
dalam daftar usulan Kkegiatan prioritas
pembangunan desa Parit I/ll pada tahun 2014
dan 2015. Pada tahun 2014 hanya ada 4
usulan kegiatan prioritas dan pada tahun
2015 hanya ada 5 usulan kegiatan prioritas

pembangunan, Dengan melihat hal tersebut
dapat dikatakan Kualitas Perencaaan
pembangunan desa Parit I/1l masih dibawah
stadard, artinya usulan masyarakat pada
musrenbangdes desa Parit I/Il  harus
ditingkatkan sesuai keinginan dan harapan
masyarakat.
Tabel 1.3

Jumlah Keseluruhan Hasil
Musrenbangdes Desa Parit I/11

No | Tahun | Jumlah Jumlah Jumlah | Jumlah
Masyarkat | Masyarakat | Usulan | Realisasi
yang di Yang
undang Hadir

1 | 2014 55 43 4 7

2 | 2015 100 70 5 6

Sumber: Data olahan 2017

Pada tabel 1.3 dapat kita lihat pada
tahun 2014 jumlah masyarakat yang hadir 43
orang dari 55 undangan, tetapi usulan yang di
hasilkan hanya ada 4 usulan. Begitu juga
pada tahun 2015 yaitu jumlah masyarakat
yang hadir 70 orang dari 100 undangan,
tetapi hanya ada 5 usulan. hal ini berarti
menunjukan kualitas perencanaan
pembangunan desa parit I/11 dapat dikatakan
belum baik. Terkait dengan hal tersebut,
maka penulis berkeinginan untuk meneliti
dan mengetahui gambaran lebih mendalam
Tentang “Kualitas Perencanaan
Pembangunan Desa Parit I/1l Kecamatan
Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2014 dan
2015,

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah
dikemukakan tersebut, maka yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini
yaitu : Kehadiran peserta musrenbangdes
masih didominasi oleh pemerintah desa dan
Prioritas Pembangunan Desa dari tahun
ketahun tidak mengalami perubahan yang
signifikan. Dari masalah pokok tersebut
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dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai
berikut :
1. Bagaimana Urgensi Kualitas
Perencanaan Pembangunan di Desa
Parit /Il Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak tahun 2014 dan 2015
n

2. Mengapa Usulan Prioritas
Pembangunan dalam hasil
Musrenbangdes Desa Parit I/l tidak
mengalami peningkatan dan
perubahan yang signifikan pada tahun
2014 dan 2015?

Kerangka Teori

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan  pembangunan  desa
dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi melalui upaya pengembangan
potensi yang dimiliki, guna mewujudkan
kepentingan kelompok masyarakat setempat.
Perencanaan pembangunan desa sebenarnya
sudah menjadi agenda rutin yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap
tahunnya. Secara khusus tujuan dari
perencanan  desa  menurut  Wahjudin
Sumpeno adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan
kelembagaan masyarakat di tingkat
desa dalam menyusun perencanaan
pembangunan secara partisipatif.

2. Meningkatkan keterlibatan seluruh
elemen masyarakat dalam
memberikan makna dalam
perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan  transparansi  dan
akuntabilitas pembangunan.

4. Menghasilkan keterpaduan antar
bidang/ sektor dan kelembagaan
dalam kerangka yang sama.

2. Kualitas
Kualitas adalah ukuran baik dan
buruknya sesuatu. Kualitas pula dapat
didefenisikan sebagai tingkat keunggulan.

Menurut Tjiptono dan Diana terdapat
beberapa kesamaan elemen-elemen dari
sekian banyak defenisi kualitas yang ada,
sebagai berikut :

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau
melebihi harapan masyarakat.

2. Kualitas merupakan kondisi yang selalu
berubah (misalnya apa yang dianggap
merupakan kualitas saat ini mungkin
dianggap kurang berkualitas dimasa yang
akan datang).

3. Model-model
Pembangunan

Perencanaan

Menurut Azam Awang (2010), terdapat

tiga model pembangunan  perdesaan
diantaranya sebagai berikut : Pertama, model
“Community Development” atau

“Pembangunan Mayarakat”, model ini
mengajarkan kepada penduduk perdesaan
keterampilan sosial, ekonomi dan politik agar
tercipta masyarakat yang modern. Kedua,
model “Partisipasi Rakyat dalam
Pembangunan”, model ini merupakan
“empowerment”’ atau pemberdayaan
masyarakat ~yang  mengusung  tema
pembangunan dari bawah/partisipasi
masyarakat atau “bottom-up . Ketiga, model
“Desentralisasi”, yaitu pemerintah pusat
memberi kewenangan kepada pemerintah
daerah tingkat bawah untuk melaksanakan
program-program yang direncanakan

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan
analisis  kualitatif. Data dikumpulkan,
dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-
teori yang ada, kemudian akan diolah dengan
metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang
menggambarkan secara rinci dan sistematis
fakta dan karakteristik objek atau subjek
yang diteliti secara tepat. Analisis data
kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna,
deskripsi, penjernihan dan penempatan data.
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Dengan demikian analisa data dalam
penelitian ini  menemukan permasalahan
tentang kualitas perencanaan pembangunan
desa Parit I/l Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak.

HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Kualitas Perencanaan
Pembangunan Desa Parit I/11

1. Urgensi Kualitas Perencanaan
Pembangunan Desa Parit I/11

Partisipasi masyarakat adalah
pemberdayaan masyarakat, peran sertanya
dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan
implementasi program / proyek
pembangunan, dan merupakan aktualisasi
dan kesediaan dan kemauan masyarakat
untuk berkorban dan berkontribusi terhadap
implementasi ~ program  pembangunan.
Perencanaan partisipatif masih merupakan
paradigm yang relevan. Masyarakat sebagai
sumberdaya pelaku pembangunan disuatu
daerah (perdesaaan) harus diberdayakan
dalam penyusunan rencana/ program
pembangunan, karena mereka adalah yang
paling mengetahui berbagai persoalan yang
dihadapi, potensi yang dimiliki dan
kepenringan menurut kelompok-kelompok
dalam masyarakat.

Secara kuantitatif proses partisipatif
memang jauh lebih sering dilakukan.
Beberapa pengalaman kasus-kasus
menunjukkan kualitas yang sangat tinggi tapi
keberhasilan masih sangat tergantung pada
interest personal bukan karena adanya
perubahan sistem dan intensif. Masyarakat
diinformasikan dan dikonsultasikan tetapi
umumnya masih tidak terlibat dalam
pengambilan  keputusan. Dari  semua
pengalaman yang ada, belum Nampak hasil
yang memuaskan dalam rangka mendorong
partisipasi kelompok miskin atau kelompok
marginal termasuk perempuan.

Dalam rangka meningkatkan
keterlibatan atau partisipasi tersebut terdapat

dua cara dalam perencanaan pembangunan.
Cara yang pertama, adalah mobilisasi
kegiatan-kegiatan masyarakat serasi untuk
kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan
pembangunan. Pada pokoknya keterlibatan
lebih didasarkan atas hubungam satu arah
dari atas kebawah. Cara yang kedua, adalah
dengan meningkatkan oto-aktivitas, swadaya
dan swakarya masyarakat sendiri. Terutama
ditunjukkan kepada sektor usaha swasta,
termasuk dalam hal ini sektor luas dalam
kegiatan masyarakat dibidang pertanian,
dunia usaha, dan lain-lain. Hal ini dilakukan
melalui berbagai kebijakaksanaan,
penciptaan iklim yang sehat, penggunaan
mekanisme pasar dan harga, dan pelaksanaan
program-program partisipatif.
Berikut kutipan dari kepala desa Parit I/11
yaitu Bapak Sukardi menyatakan :
“ Kualitas perencanaan pembangunan itu
tergantung dari masyarakat itu sendiri,
apabila masyarakat itu banyak yang ikut
berpartisipasi dan tidak mengabaikan
undangan dari pemerintah desa maka
kualitas perencanaan pembangunan itu akan
terjadi sesuai kehendak masyarakat itu
sendiri”.(Wawancara dengan Bapak Sukardi
pada tanggal 01 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat
di simpulkan bahwa kualitas perencanaan
pembangunan dapat dilihat dari partisipasi
masyarakat. Berikut partisipasi masyarakat
desa Parit I/Il dalam musrenbangdes dari
tahun 2014-2015:

Tabel 3.1
Daftar Peserta Hadir Musrenbangdes
Desa Parit I/l1 Tahun 2014 dan 2015

No Tahun 2014/50 Tahun 2015/100

Undangan Undangan
Nama Nama

1 Sukardi Afma Syuryani

2 Mardiasi Dr. Irmayani

3 Nasrun Sukardi

4 Sukisno Syahrul

5 Samsul Junaidi

6 A. Yusuf Sukisno

7 Suyanto Dartuti
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8 lis gianto Zulanda W.s
9 Bujari Surneri
10 Sukardi Nurmayunita
11 Sutio Romai Putri
12 Sukardi Sri Jemat
13 Sukadi Nurmala Sari
14 Amran Dahari

15 Ruslanto Supandi
16 Dartuti Sukadi

17 Igusniati Muhad Woloy
18 Kamisah Bahar Umain
19 Sri Andayani Saimor
20 Hasyim R Mansyur
21 Riadi Indra Yana
22 Sammer Suhalmi
23 Slamet Asrul

24 H. Ridho Syamsyudin
25 Makmur Abbas. S
26 Suhalmi H. Roduan
27 Anasir Sutaji

28 Efendi Rusli Yanto
29 Bejo S Musri

30 Sutaji Syamsul
31 Dahari Safrudin
32 Bukhari Rotir

33 M. Hamadi Makmur
34 Suryadi Heryadi
35 Jumali Mahlil

36 Sahmodi Afrizal

37 Suhani Nawar

38 Untung P Matyani
39 Maryanto Supratman
40 Hadali Purwanto
41 Suindraningsih Diswan
42 Susilah Suyanto
43 Nurmala Sari Agus

44 Sukardi
45 Musfa’in
46 Riadi

47 Suyio

48 Bujari

49 Yusuf

50 Hamadi
51 Anasir

52 Untung Pryanto
52 Syaprudin
54 Sugendi
55 Suhadi

56 Kamisah
57 Slamat. R
58 Igusniati
59 Sumdroningsih
60 Muslim

61 Nurwita
62 Tato

63 Jumali

64 Sumot Riyndi
65 Joni Saputra
66 Solikin

67 Sumafuji
68 Devi Fitriah
69 M. Amin
70 Siti Khodijah

Sumber :Rekapitulasi Musrenbangdes Tahun 2014-
2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa
jumlah peserta musrenbangdes di desa Parit
I/11 pada tahun 2014 terdapat 43 peserta dari
50 undangan dan pada tahun 2015 terdapat 70
peserta dari 100 undangan, dapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di
desa Parit I/l pada tahun 2014 dan tahun
2015 ada peningkatan, akan tetapi peserta
musrenbangdes desa Parit I/Il masih saja
didominasi oleh pemerintah desa ataupun
lembaga-lembaga desa. Hal ini
mengindikasikan bahwa peserta
musrenbangdes yang di undang lebih banyak
mengarah pada aktor formal.

2. Perencanaan Pembangunan
Berpihak Pada Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang berpihak

pada masyarakat vyaitu seluruh proses
pembangunan di perdesaan secara Serius
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Proses musrenbangdes desa Parit /1l
kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
secara keseluruhan dapat dilihat sebagai
berikut:

1. Dimulai dari adanya surat edaran dan
jadwal musrenbangdes dari camat
kecamatan  Sungai  Apit  yang
disebarkan ke masing-masing desa
se-kecamatan Sungai Apit.

2. Setelah adanya surat edaran tersebut
maka Pemerintah Desa Parit /Il
memberitahukan  kepada  Kepala
Dusun/Ketua RW dan Ketua RT
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tentang akan diadakannya
Musrenbangdes.
3. Media yang digunakan untuk

mensosialisasikan penyelenggaraan

Musrenbangdes hanya melalui media

undangan saja tanpa pengumuman

secara terbuka kepada masyarakat.

Tabel 3.2

Daftar Hadir Musrenbangdes Desa

Parit 1/11 Berdasarkan Jabatan
Tahun 2013-2016

No | 2013 20 20 20 JABATAN
14 15 16
1 3 4 4 2 Pemerintah
) Kecamatan
2 6 10 16 12 Pemerintah
. Desa
3 14 16 26 22 Lembaga
. Desa
4 3 6 9 6 Tokoh
, Masyarakat
5 2 3 5 4 Tokoh
. Agama
6 2 2 6 5 Tokoh
. Pemuda
7 2 2 4 4 Kelompok
Perempuan
32 43 70 55 Jumlah
Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat disimpukan
bahwa peserta musrenbangdes desa Parit I/11
dari tahun ketahunnya masih didominasi oleh
pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa.
Dari undangan yang di sebarkan, aktor
formal yang hadir dalam musrenbangdes
pada tahun 2014 berjumlah 30 orang
sedangkan aktor informal berjumlah 13
orang, sedangkan pada tahun 2015 aktor
formal yang hadir berjumlah 46 orang
sedangkan aktor informalnya berjumlah 24
orang. Dalam proses musrenbangdes ini
belum berpihak kepada masyarakat, karena
aktor-aktor formal masih mendominasi
jalannya musrenbangdes tersebut.

Sehingga untuk lebih  mendekatkan
perencanaan ke aspirasi masyarakat, salah

satu usaha yang harus ditempuh adalah
memberikan kejelasan tentang program-
program yang hendak dilaksanakan, sehingga
masyarakat benar-benar mengerti apa yang
hendak dilaksanakan, besaran dana yang
akan digunakan dan sumber pembiayaan
yang akan digunakan. Adapun peserta

musrenbangdes yang diundang adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.3
Peserta yang diundang dalam
Musrenbangdes
Desa Parit I/11 Pada Tahun 2014-2015
N Tahun 2014 Tahun
0 2015
Klasifikas | Jumla | Klasifikas | Jumla
i h i h
1. | Pemerinta 4 Pemerinta 4
h Orang h Orang
Kecamata Kecamata
n n
2. | Pemerinta 16 Pemerinta 30
h Desa Orang h Desa Orang
3. | Lembaga 20 Lembaga 30
Desa Orang Desa Orang
4. Tokoh 6 Tokoh 10
Masyaraka | Orang | Masyaraka | Orang
t t
5. Tokoh 3 Tokoh 10
Agama Orang Agama Orang
7. Tokoh 3 Tokoh 6
Pemuda Orang Pemuda Orang
8. | Kelompok 3 Kelompok 10
Perempua | Orang | Perempua | Orang
n n
Jumlah 55 Jumlah 100
Orang Orang

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa
undangan yang di sebarkan di desa parit I/Il
lebih banyak ke lembaga-lembaga desa dan
pemerintah desa. Hal ini mengidikasikan
bahwa undangan yang disebarkan dalam
perencanaan pembangunan belum
sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

B. Prioritas Usulan Pembangunan Desa
Parit I/11

Pada bagian ini penulis akan

membahas tentang prioritas dan usulan
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pembangunan desa Parit I/l Kecamatan
Sungai Apit Kabupaten Siak. Di sisi lain,
perhatian dan bentuk responsif pemerintah
desa pada musrenbangdes itu cukup
membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan
yang memiliki  kesempurnaan, selalu
memerlukan interaksi sehari-hari dengan
para warga,dan menjadikan pendapat-
pendapat mereka sebagai pertimbangan
dalam pengambilan keputusan.

Wajah perencanaan desa yang
mampu mengungkit peningkatan
kesejahteraan desa, dimandatkan kepada
Kepala Desa bersama perangkatnya.
Permasalahannya adalah masih banyak desa
yang belum terlatih menyusun dokumen
perencanaan pembangunan desa. dimana
awalnya usulan dari setiap dusun yang
menjadi acuan dalam menentukan daftar
prioritas program pembangunan desa. namun
hal ini berubah karena terdapat pengaruh atau
intervensi  dari  pihak  tokoh  tokoh
kepentingan atau tokoh desa yang hadir
sehingga terjadi penambahan program diluar
usulan yang berasal dari setiap dusun atau
bahkan terjadi pengurangan usulan yang
berasal dari dusun demi terealisasikannya
usulan yang diajukan oleh tokoh masyarakat
tersebut.

Di desa Parit I/l Prioritas usulan
pembangunan hanya fokus kepembangunan
fisik saja. Berikut prioritas usulan
pembangunan yang di hasilkan pada
musrenbangdes desa Parit I/l tahun 2014-
2015.

Tabel 3.4
Daftar Prioritas Usulan
Pembangunan
No | Tahun 2014 Tahun 2015
1 Pagar Makam Leaning Beton
Dusun | Dusun 111
2 Semenisasi Semenisasi Jalan
Jalan Dusun I11 Dusun 111
3 Leaning Beton | Bes Jalan Ismail
Dusun Il Dusun Il

4 Leaning Beton Leaning Beton
Dusun Il Dusun 1

5 Aspal Goreng
Dusun |

Sumber : Data olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan
bahwa prioritas usulan pembangunan di desa
Parit I/11 pada tahun 2014-2015 tidak banyak
mengalami peningkatan dan lebih membahas
pada infrastruktur jalan.

Di desa Parit I/Il Prioritas usulan
yang dihasilkan dalam musrenbangdes secara
keseluruhan hanya pada bidang fisik saja, dan
aktor yang mengusulkan usulan oleh aktor
formal. Berikut tabel Prioritas usulan pada
tahun 2014:

Tabel 3.5
Prioritas Usulan Pembangunan Tahun
2014
Usulan Bidang | Jumlah Usulan
Dari
Fisik 4 Aktor
Formal

Perhubungan 0 -
Pendidikan 0 -
Kesehatan 0 -
Ekonomi 0 -
Kerakyatan

Perumahan 0 -
Pemuda Dan 0 -
Olahraga

Sosial 0 -
Kebudayaan 0 -
Sarana Ibadah 0 -

Total 4

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan
bahwa usulan yang dihasilkan pada tahun
2014 yaitu berupa usulan fisik saja, dan aktor
yang mengusulkan yaitu dari kalangan aktor
formal. Hal ini mengidikasikan bahwa
kualitas dari perencanaan pembangunan
2014 masih tidak efektif, karena jumlah

JOM FISIP Vol. 5 No. 1 - April 2018

Page 9



peserta musrenbangdes tidak sesuai dengan
usulan yang dihasilkan. Pada tahun 2015
perencanaan pembangunannya juga tidak
efektif berikut tabel prioritas usulan pada
tahun 2015:

Tabel 3.6
Prioritas Usulan Pembangunan Tahun
2015
Usulan Bidang | Jumlah Usulan
Dari
Fisik 5 Aktor
Formal
Perhubungan 0 -
Pendidikan 0 -
Kesehatan 0 -
Ekonomi 0 -
Kerakyatan
Perumahan 0 -
Pemuda  Dan 0 -
Olahraga
Sosial 0 -
Kebudayaan 0 -
Sarana Ibadah 0 -
Total 5 Total

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa
usulan yang dihasilkan pada tahun 2015 sama
pada tahun sebelumnya yaitu berupa usulan
fisik saja dan yang mengusulkan juga dari
kalangan  aktor  formal. Hal ini
mengidikasikan bahwa kualitas perencanaan
pembangunan di desa Parit I/l masih belum
baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Penelitian dan
Pembahasan yang telah dipaparkan diatas
dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan
Desa Parit I/I1 masih belum berjalan
dengan  baik  karena  dalam
perencanaan pembangunan
partisipatif, partisipasi masyarakat
desa Parit I/I1 masih didominasi oleh
aktor formal dan minim sekali
ketelibatan aktor informal. Dan pada
perencanaan pembangunan berpihak
pada masyarakat juga masih
dikatakan  belum baik karena
undangan yang disebarkan oleh
pemerintah desa kepada masyarakat
lebih banyak mengarah pada aktor
formal.

2. Prioritas Usulan Pembangunan desa
Parit I/1l sangat tidak efektif karena
dari jumlah peserta musrenbangdes
yang hadir tidak sesuai dengan usulan
yang di harapkan. Dan realisasi
pembangunan desa parit I/1l sangat
berbeda jauh dari usulan yang di
hasilkan dalam musrenbangdes.

2. Saran
Untuk Menciptakan Deliberasi
Pembangunan Desa yang lebih baik, maka
ada beberapa saran yang mungkin perlu
dipertimbangkan :
1. Untuk Pemerintah Desa
Bagi Pemerintah  Desa
disarankan kedepannya memberikan
dukungan dalam  meningkatkan
partisipasi  masyarakat  seperti
sosilisasi atau terjun langsung
kelapangan Serta Pemerintah Desa
Disarankan untuk kedepannya lebih
teliti lagi dalam mempertimbangkan
usulan dengan anggaran supaya tidak
banyak perbedaan usulan dengan
realisasi yang dihasilkan.
2. Untuk Unsur Masyarakat Desa
Bagi Unsur Masyarakat Desa
disarankan untuk lebih mengontrol
kembali kinerja pemerintah desa,
lebih aktif lagi didalam
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menyampaikan usulan yang ingin di
sampaikan, agar kepentingan yang
merupakan kebutuhan masyarakat
tersebut dapat terealisasi dan
tentunya dapat mempengaruhi suatu
pengambilan kebijakan pada
musrenbangdes tersebut.
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